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ABSTRAK: Sumberdaya pesisir dan laut berbasis masyarakat hukum adat di Kabupaten 
Kepulauan Aru sudah ada sejak dahulu. Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat serta 
pengambilan sumberdaya yang berlebihan mengakibatkan semakin menurunnya potensi 
sumberdaya pesisir dan laut di Desa Jabulenga. Penelitian ini bertujuan untuk menganasilis 
karakteristik masyarakat hukum adat Desa Jabulenga, menganalisis peran kelembagaan adat 
dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa Jabulenga, serta merekomendasikan strategi 
pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa Jabulenga berbasis masyarakat hukum adat. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 
wawancara dan kuisioner. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode 
deksriptif kualitatif. Strategi pengelolaan sumberdaya dianalisis dengan menggunakan metode 
analisis DPSIR. Hasil penelitian menunjukan Desa Jabulenga menerapkan hukum adat berupa 
sasi untuk melestarikan sumberdaya pesisir dan laut seperti sasi teripang. Desa Jabulenga 
memiliki kelembagaan adat yang menjalankan sasi yaitu Kelembagaan Adat Aru Ursia Urlima. 
Hasil wawancara diperoleh bahwa telah terjadi penurunan potensi sumberdaya baik ukuran 
maupun jumlah biota yang disasi. Hal ini terjadi karena lemahnya peran lembaga adat untuk 
memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar aturan sasi. Berdasarkan hasil analisa 
diperoleh enam strategi pengelolaan yang dapat digunakan oleh lembaga adat juga masyarakat 
secara bersama-sama untuk melestarikan sumberdaya pesisir dan laut di Desa Jabulenga. 
 
Kata Kunci: Masyarakat adat, kelembagaan, sasi, sumberdaya, Jabulenga 
 
ABSTRACT: Coastal and marine resources based on indigenous law communities in the Aru 
Islands Regency have existed for a long time. Fulfilling the needs of the community's life and 
excessive resource extraction has resulted in the declining potential of coastal and marine 
resources in Jabulenga Village. This research aims to analyze the characteristics of indigenous 
people in Jabulenga Village, analyze the role of indigenous institutions in coastal resource 
management in Jabulenga Village, and recommend strategies for coastal resource management 
in Jabulenga Village based on indigenous people. The data collection techniques used in this 
research were observation, interview and questionnaire. The data that has been collected is then 
analyzed using the qualitative descriptive method. Resource management strategies were 
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analyzed using the DPSIR analysis method. The results showed that Jabulenga Village applies 
indigenous law in the form of sasi to preserve coastal and marine resources such as sea 
cucumber sasi. Jabulenga Village has a indigenous institution that runs sasi, namely the Aru 
Ursia Urlima Indigenous Institution. The results of the interview obtained that there has been a 
decrease in resource potential both in size and number of sasied biota. This occurred because 
of the weak role of indigenous institutions to impose sanctions on people who violate sasi rules. 
Based on the results of the analysis, six management strategies were obtained that can be used 
by indigenous institutions as well as the community together to preserve coastal and marine 
resources in Jabulenga Village. 

Keywords: Indigenous people, institutions, sasi, resources, Jabulenga  

 
 

PENDAHULUAN 
Potensi sumberdaya pesisir dan laut yang 

dimiliki Maluku berkontribusi terhadap 
kesejahteraan masyarakat (Hasriyanti et al., 
2023). Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut 
untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 
terkadang berdampak bagi keberadaan dan 
keberlanjutan sumberdaya tersebut. Terjadinya 
penurunan atau degradasi sumberdaya pesisir 
dan laut seperti berkurangnya pohon mangrove 
akibat konversi lahan menjadi pemukiman 
(Matitaputty et al., 2024; Tuhumury & 
Louhenapessy, 2012), rusaknya terumbu karang 
akibat pengeboman untuk mendapatkan ikan 
(Ayal et al., 2021) dan masih banyak lagi 
merupakan contoh nyata pemanfaatan yang 
merusak bagi sumberdaya pesisir dan laut. 
Konsep pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut 
berbasis masyarakat lebih tepat dan efektif 
karena masyarakat yang akan merasakan baik 
dampak positif maupun negatif. Sebagian besar 
masyarakat Indonesia, dalam hal ini di Maluku, 
memiliki masyarakat adat yang melindungi dan 
mengelola sumber daya pesisir dan laut melalui 
kearifan lokal (Saiful & Ruban, 2021). 

Kearifan lokal berasal dari kepercayaan 
turun temurun tentang hubungan masyarakat 
dengan lingkungannya. Pada masing-masing 
daerah atau desa memiliki sistem budaya 
kearifan lokal yang berbeda-beda namun 
umumnya bertujuan untuk melindungi 
sumberdaya alam (Wenno et al., 2021). Kearifan 
lokal di Maluku telah berlangsung sangat lama 
dan turun temurun, salah satunya yaitu sasi 
(Sahusilawane et al., 2024). Masyarakat 
melakukan pengelolaan sumberdaya pesisir dan 
laut secara kolektif melalui lembaga adat yang 

dibentuk oleh masyarakat. Lembaga adat 
membuat aturan pengelolaan berupa hukum adat, 
baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 
Meskipun tidak tertulis, tetapi masyarakat 
mematuhinya secara tertib. Seperti diketahui, 
aspek kelembagaan khususnya kelembagaan adat 
memiliki peran penting dalam melestarikan nilai-
nilai adat dalam masyarakat (Nanlohy & 
Timisela, 2017). Masyarakat hukum adat adalah 
sekelompok orang yang secara turun temurun 
bermukim di wilayah geografis tertentu di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia karena 
adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan 
yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya 
alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan 
tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai   
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan (UU No 27 Tahun 2007 Jo. UU No 1 
Tahun 2014). Masyarakat adat juga didefinisikan 
sebagai komunitas yang hidup berdasarkan asal-
usul leluhur secara turun-temurun di suatu 
wilayah geografis, memiliki otoritas atas tanah 
dan kekayaan alam, memiliki nilai-nilai sosial 
budaya yang unik, dan menjaga kelangsungan 
hidupnya dengan hukum dan kelembagaan adat 
(Noor et al., 2015). Salah satu masyarakat adat di 
Maluku yang sudah ada dari jaman leluhur 
hingga kini masih mempertahankan sistem 
kelembagaan adat yaitu masyarakat adat di 
Kabupaten Kepulauan Aru (Welliken, 2017).  

Kabupaten Kepulauan Aru adalah 
kabupaten kepulauan di Maluku yang sebagian 
besar daerahnya dikelilingi oleh laut dan hampir 
sebagian besar masyarakat menpunyai pekerjaan 
sebagai nelayan. Kekayaan sumberdaya alam 
laut di Kabupaten Kepulauan Aru sangat besar 
dan belum diolah secara maksimal serta 
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 berkelanjutan (Pane et al., 2020; William G & 
Ediyanto, 2017). Pengambilan sumberdaya laut 
yang berlebihan akan berdampak bagi 
masyarakat sebagai pengguna sumberdaya. Hal 
ini pula yang nantinya akan terjadi bagi 
masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru yang 
manggantungkan hidupnya pada keberadaan 
sumberdaya pesisir dan laut. Walaupun 
penerapan sistem adat untuk pelestarian 
sumberdaya pesisir dan lat sudah ada sejak lama, 
namun peran kelembagaan adat semakin 
berkurang diikuti dengan kurangnya kesadaran 
masyarakat terhadap sistem adat yang berlaku 
akibat modernisasi dan kemajuan teknologi 
(Dewi & Wikrama, 2023). Hal ini menyebabkan 
penurunan potensi sumberdaya pesisir dan laut. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
penting untuk melibatkan masyarakat lokal 
secara aktif dalam proses pengambilan 
keputusan, memperkuat kapasitas lokal dalam 
pengelolaan sumberdaya, meningkatkan 
pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta 
membangun kerja sama yang efektif antara 
masyarakat, pemerintah, dan pemangku 
kepentingan lainnya (Syarif et al., 2016). Selain 
itu, pengakuan dan integrasi hukum adat dalam 
kerangka hukum nasional juga menjadi kunci 
untuk memastikan perlindungan hak-hak 
masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan 
sumberdaya (Yusuf et al., 2018). Penelitian ini 
bertujuan untuk menganasilis karakteristik 
masyarakat hukum adat, menganalisis peran 
kelembagaan adat dalam pengelolaan 
sumberdaya pesisir, serta merekomendasikan 
strategi pengelolaan sumberdaya pesisir di Desa 
Jabulenga berbasis masyarakat hukum adat. 
 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 
November 2023-Mei 2024 bertempat di Desa 
Jabulenga, Kabupaten Kepulauan Aru (Gambar 
1). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
beberapa cara sebagai berikut: Pertama, teknik 
observasi (pengamatan) bertujuan untuk 
mendapatkan data mengenai potensi sumberdaya 
pesisir dan kehidupan sosial ekonomi 
masyarakat setempat. Kedua, teknik interview 
(wawancara) bertujuan untuk mendapatkan data 

primer melalui teknik wawancara semi-
terstruktur (semi structured interview). Pola 
pelaksanaan struktur wawancara lebih bebas dan 
menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka 
secara porpusive dengan narasumber atau 
responden yang dianggap lebih mengetahui 
permasalahan yang dihadapi. Faktor atau 
responden yang diteliti adalah masyarakat pesisir 
dalam pengelolaan kawasan konservasi laut yaitu 
nelayan, raja negeri (kepala desa), tokoh 
masyarakat, tokoh adat, pejabat Dinas Perikanan 
dan Kelautan serta instansi terkait. Ketiga, 
kuesioner bertujuan untuk mendapatkan data 
primer sebagai alat untuk mengukur dengan 
responden yaitu nelayan, raja negeri (kepala 
desa), tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat 
Dinas Perikanan dan Kelautan serta instansi 
terkait dan beberapa masyarakat setempat 

Metode analisis data menggunakan teknik 
analisis deskriptif untuk menjawab tujuan 
penelitian. yang terdiri dari tiga alur kegiatan, 
yaitu; reduksi data, penyajian data, serta 
penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis ini 
digunakan untuk melihat pandangan masyarakat 
Desa Jabulenga tentang peran adat dalam 
pengelolaan pesisir dan laut. Sedangkan untuk 
merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya 
pesisisr dan laut di Desa Jabulenga dilakukan 
dengan menggunakan metode analisis DPSIR 
(Malik et al., 2023; Sodikin et al., 2023). Metode 
analisa ini terbagi atas lima bagian yaitu Driving 
Force, Pressure, State, Impact, dan Response. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Masyarakat Hukum Adat 

Sejarah adat di Kabupaten Kepulauan Aru 
tidak terlepas dari lagenda atau cerita sejarah 
terjadinya bencana pada Pulau Eno Karang atau 
biasa disebut enjakarang ebasai (bahasa Aru) 
(Hasan, 2017). Hal ini menyebabkan pulau 
tersebut menjadi terpecah belah. Masyarakat 
yang bermukim di pulau ini keluar dengan 
kendaraan masing-masing berupa sabir (belang) 
menuju ke pulau-pulau kecil yang hingga saat ini 
ditempati oleh anak cucu. Belang yang 
digunakan disebut matabelang (salay, mangar, 
barafuy, gal-gal dan lainnya) yang menjadi 
pemersatu bagi masyarakat Aru.  
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Gambar 1.  Lokasi Penelitian 

 
 

Cikal bakal terbentuknya masyarakat 
hukum adat di Kabupaten Kepulauan Aru 
berawal dari dua orang datuk yaitu Ursia dan 
Urlima. Ursia umumnya dikenal dengan Ikan 
Hiu Martil dan Urlima dikenal dengan ikan Paus. 
Keberadaan cerita kedua datuk ini menginspirasi 
penyusunan kelembagaan adat dalam masyarakat 
Aru. Masyarakat hukum adat di Kabupaten 
Kepulauan Aru memiliki satu lembaga adat yaitu 
Majelis Adat Aru Ursia Urlima (MAA-UU). 
Lembaga ini memiliki satu badan lembaga 
ekskutif yang mengatur tentang tugas-tugas 
operasional dari MAA. Lembaga adat Tertinggi 
Majelis Adat Aru Ursia Urlima masing-masing 
dipimpin oleh Bapak Ahmad Nafleri (Ursia) dan 
Bapak Jakaria Jerumpun (Urlima) berdasarkan 
hasil pemilihan yang dilakukan dalam 
Musyawarah Besar Hukum Adat Aru Tahun 
2018. 

Kelembagaan Masyarakat Adat Desa 
Jabulenga yang termasuk Ursia harus dicirikan 
oleh tiga hal penting yaitu property right, batas 
yurisdiksi, dan aturan representasi. Terkait 
dengan aspek property right di Desa Jabulenga 
telah ditetapkan kawasan pengelolaan 
sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai 
kepemilikan masyarakat Jabulenga. Pendekatan 
kolaborasi (co-management) artinya secara 
bersama pemerintah dan masyarakat memiliki 
tanggungjawab mengelola sumberdaya  dengan 

tetap mengakomodir budaya dan kearifan lokal. 
Batas yuridiksi merupakan faktor penting dalam 
menentuka wilayah kewenangan dan batas 
otoritas oleh berbagai pihak yang terlibat untuk 
mengelola sumberdaya. Batas yuridiksi Desa 
Jabulenga dan lainnya telah jelas sehingga tidak 
menimbulkan konflik antar masyarakat. Aturan 
representasi memegang peranan penting untuk 
menentukan jenis keputusan yang dibuat. 
Program yang ditetapkan melibatkan semua 
pemangku kepentingan baik di tingkat 
kecamatan hingga desa. Hasil keputusan 
berdampak bagi semua aspek termasuk 
keberlanjutan sumberdaya, perekonomian 
hingga sosial masyarakat.  

 
Peran Serta Lembaga Adat Desa Jabulenga 

Masyarakat Desa Jabulenga sangat 
menghargai keberadaan lingkungan dan alamnya 
dengan cara menggunakan kearifan lokal yang 
mengandung norma, nilai dan acara adat. Seluruh 
tata cara dalam memperlakukan alam dan isinya 
dilakukan hingga saat ini. “Sasi” merupakan 
salah satu bentuk tata cara adat untuk mengatur 
pengelolaan dan pemanfaatan hasil bumi di hutan 
maupun di laut (N. I. Putri et al., 2021; Vindy & 
Subroto, 2024). Sasi adalah larangan yang 
digunakan untuk mengatur pengambilan hasil 
bumi oleh masyarakat berupa tanaman pangan 
serta hasil laut maupun untuk menandakan suatu 
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 wilayah. Sedangkan sasi batas wilayah 
digunakan untuk menandai wilayah petuanan 
milik mata belang tertentu (Lopulalan & 
Abrahamsz, 2023). 

Penyebutan sasi untuk masyarakat 
komunitas besar Ursia yang berada di Kepulauan 
Aru bagian utara yaitu Siri, sedangkan untuk 
komunitas besar Urlima yang berada di bagian 
selatan menyebut sasi dengan Sir (Lewerissa et 
al., 2023).  Sasi yang berlaku di masyarakat 
Kepulauan Aru dibagi menjadi dua yaitu sasi 
adat dan sasi agama. Sasi adat merupakan aturan 
yang digunakan berdasarkan kepercayaan 
terhadap leluhur, sedangkan sasi agama 
merupakan aturan yang digunakan berdasarkan 
kepercayaan terhadap Tuhan (Renjaan et al., 
2013). Sasi masih digunakan secara menyeluruh 
serta dipercaya mampu menjadi cara untuk 
menjaga keseimbangan alam.  

Dua istilah penting dalam praktik sasi 
adalah "buka sasi" dan "tutup sasi". Buka sasi 
dilakukan ketika sumberdaya yang disasi 
diizinkan untuk dipanen atau diambil oleh 
masyarakat. Sebaliknya, tutup sasi dilakukan 
ketika sumberdaya ditutup atau dilarang untuk 
dipanen (Tomatala, 2024). Terdapat dua jenis 
sasi yang diberlakukan di Desa Jabulenga yaitu 
sasi darat dan sasi laut darat. Sasi darat meliputi 
berbagai macam hasil tanaman, baik yang 
ditanam maupun tumbuh dengan sendiri dan 
jenis tanaman yang biasanya sasi adalah: kelapa, 
rotan, dan buah-buahan hasil kebun. Sasi laut 
darat meliputi jenis biota laut yang ada pada 
pesisir dan laut pada Desa Jabulenga yang 
memiliki nilai ekonomis penting seperti teripang, 
lobster mutiara, lobster bambu, kerang mutiara, 
kerang dara. Peran kelembagaan adat nyata 
terlihat dalam sistem buka dan tutup sasi ini. 
Dalam melakukan kegiatan sasi maka ada 
beberapa hal yang umumnya dilakukan oleh tua-
tua adat dan masyarakat diantaranya: Melakukan 
diskusi bersama yang didampingi oleh Pendeta;  
Penyelesaian konflik atau masalah baik itu dalam 
keluarga maupun dengan orang lain; 
Membicarakan masalah pelanggaran atau sangsi 
adat baik itu sangsi ringan maupun berat; 
Penetuan sasi oleh tua adat dalam melindungi 
alam maupun ekosistem yaitu darat maupun laut. 
Pada saat melakukan rapat bersama tua-tua adat 
atau dikenal dengan sebutan “duduk adat” maka 

masyarakat akan bersama-sama melakukan pesta 
adat. Dalam pesta adat ini dimainkan musik gong 
dan tifa oleh laki-laki sedangkan perempuan 
akan menari pesta ini yang dikenal dengan 
“tambaroro”. Sebelum dilakukan penurunan sasi 
adat berupa siri pinang yang akan dibawah ke 
tempat sasi, umumnya dilakukan doa adat oleh 
tua-tua adat dilanjutkan dengan doa oleh Pendeta. 
Kemudian sesajen yang telah didoakan akan 
dibawah dan dibuang/diletakan di tempat yang 
akan dilakukan sasi adat. Salah satu sumberdaya 
di Desa Jabulenga yang termasuk dalam sistem 
sasi adat yaitu teripang.  

Teripang merupakan salah satu biota laut 
yang dilindungi oleh sistem sasi adat di Desa 
Jabulenga. Teripang banyak ditemukan pada 
substrat yang berpasir, maupun berlumpur dan 
substrat batauan atau karang, teripang biasa 
ditemukan di sekitar lamun atau alga yang 
bertujuan agar terlindung dari adanya hempasan 
ombak (Handayani et al., 2017). Pada Kepulauan 
Maluku, teripang merupakan salah satu biota laut 
yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi 
(Pattinasarany & Manuputty, 2018) dan tersebar 
hampir seluruh wilayah Kepulauan Maluku 
seperti Pulau Buntal, Pulau Sapurua, Kepulauan 
Kei, Kepulauan Seram, dan lainnya. Pelaksanaan 
pembukaan sasi di Desa Jabulenga sama halnya 
dengan di Desa Porto, Pulau Saparua. Buka sasi 
teripang berlangsung pada bulan Oktober selama 
dua minggu. Pengambilan teripang dilakukan 
pada malam hari karena teripang akan muncul ke 
permukaan (Mustagfirin et al., 2021) serta 
memudahkan proses panen.  Jika waktu 
pembukaan sasi telah selesai maka sasi akan 
ditutup kembali dengan isyarat penutupan sasi, 
seperti tanda berupa janur kuning.  

Dalam proses pelaksanaan sasi jika 
terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh 
masyarakat maka akan dikenakan sanksi 
(Persada et al., 2018). Pelanggaran sasi umum 
atau disebut hawear, yaitu sasi dengan tanda 
janur woven, artinya akan dikenakan denda 
berat, sedang atau ringan (Abrahamsz et al., 
2018). Sanksi akan ditentukan dan 
dipertimbangkan dalam Dewan Adat setempat 
(Saniri). Pertama adalah sanksi sosial dimana 
akan terjadi perang jika ada pelanggaran sasi oleh 
pihak lain, sedangkan kedua adalah sanksi para 
leluhur. Dalam penerapan sanksi umumnya 
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diikuti dengan penentuan denda hukuman yaitu: 
1) Lela (meriam kuno) atau 3 tahil emas; 2) 
menanggung biaya litigasi yang jumlahnya 
ditentukan oleh pertemuan Dewan Adat; atau 3) 
Bentuk hukuman lain sesuai dengan 
pertimbangan pertemuan Bea Cukai Dewan. 
Kebiasaan dan nilai-nilai yang ada dalam 
masyarakat merupakan dasar aturan perilaku 
anggota masyarakat. Hal ini dapat merugikan 
masyarakat jika kekayaan adat dan budaya di 
kepulauan Indonesia tidak dipelihara dan 
dikembangkan, karena itu membutuhkan upaya 
untuk mengekstraksi nilai-nilai kearifan lokal. 
Masyarakat di Desa Jabulenga juga percaya 
bahwa melanggar sasi akan mendapatkan suatu 
sanksi adat maupun hukuman langsung dari 
leluhur seperti kepercayaan masyarakat akan tiba 
suatu bencana berupa sakit atau kematian. Oleh 
karena itu, masyarakat yang melanggar sasi harus 
memohon maaf dan ampun kepada 
leluhur/Tuhan. Sanksi lainnya adalah membayar 
gong dan gigi gajah sebagai simbol pembayaran 
dalam bentuk harta. Sanksi adat pada masyarakat 
Jabulenga sama halnya yang dilakukan juga oleh 
masyarakat adat Kabupaten Kepulauan Aru 
lainnya. Sanksi yang ditetapkan oleh tua-tua adat 
jika masyarakat melanggar aturan sasi berupa 
pengambilan biota sasi, maka akan didenda 
sebesar 1 buah gong, jika dirupiahkan sekktar 1-
2 juta rupiah. Sanksi adat ini diputuskan dalam 
sidang adat dan bagi masyarakat yang tidak 
membayar atau melaksanakan hasil keputusan 
ini akan dilaporkan ke pihak berwajib. 

Adanya peraturan adat diikuti oleh adanya 
tata cara penyelesaian konflik. Peraturan adat 
diciptakan untuk salah satunya menyelesaikan 
adanya suatu perselisihan baik antar masyarakat 
(Saputra et al., 2019). Peran kelembagaan adat 
sangat penting dalam menyelesaikan konflik di 
masyarakat adat melalui penerapan hukum adat 
yang ditetapkan. Konflik yang kerap terjadi 
adalah mengenai wilayah petuanan yang 
tumpang tindih antar mata belang. Dalam 
meredakan konflik tersebut dilakukan dengan 
tiga tahapan, yaitu pertama melalui adat; jika 
melalui adat tidak terselesaikan maka 
diselesaikan bersama perangkat desa; namun jika 
tetap tidak bisa diselesaikan maka menggunakan 
jalur hukum oleh aparat yang berwajib 
(Alvayedo & Erliyana, 2022). Dalam 

penyelesaikan konflik adat di Kabupaten 
Kepulauan Aru umumnya dilakukan beberapa 
upaya di antara lain: 
a. Molo Sabuang. Jika terdapat dua pihak yang 

bertikai dan tidak ditemukan solusi, maka 
dilakukan Molo sabuang yaitu adu kekuatan 
menyelam ke dasar laut. Pihak yang 
menang/benar adalah pihak yang dapat 
bertahan lama di dasar laut, sedangkan bagi 
yang kalah adalah pihak yang terlebih dahulu 
muncul di permukaan perairan.  

b.  Sumpah Sopi. Kedua pihak yang mengalami 
konflik bersumpah atas nama leluhur dan 
Tuhan kemudian meminum sopi. Jika terdapat 
salah satu pihak yang mengalami sakit atau 
meninggal setelah melakukan sumpah sopi, 
maka pihak tersebut dinyatakan kalah, 
sebaliknya bagi pihak yang tetap sehat dan 
hidup adalah pihak yang menang/benar. 

c.  Makan Tanah. Kedua pihak yang mengalami 
konflik bersumpah atas nama leluhur dan 
Tuhan dilanjutkan dengan meminum 
campuran air, tanah dan tetesan darah kedua 
belah pihak. Jika terdapat salah satu pihak 
yang mengalami sakit atau meninggal setelah 
melakukan makan tanah, maka pihak tersebut 
dinyatakan kalah, sedangkan bagi pihak yang 
tetap hidup dan sehat dinyatakan sebagai 
pihak yang menang/benar. 

d.  Sasi Sirkodar. Sasi sirkodar adalah upaya 
menyelesaikan konflik dengan mendatangkan 
wanita yang bersikap netral dan disimbolkan 
menggunakan sarung. Wanita tersebut akan 
menyatakan keputusan siapa pihak yang benar 
beserta alasannya. Keputusan ini bersifat 
mutlak dan harus dipatuhi. 

 
Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan 
Laut di Desa Jabulenga Berbasis Masyarakat 
Hukum Adat 
1. Faktor Pemicu (Driver) 

Masyarakat hukum adat di Desa Jabulenga 
memiliki peranan penting sebagai aktor utama 
dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan 
laut. Pemukiman masyarakat yang umumnya 
berada pada wiyalah pesisir mengakibatkan 
interaksi antara masyarakat dan ekosistem 
pesisir menjadi intens (Putri & Citra, 2018). 
Untuk memenuhi kebutuhan hidup, 
masyarakat pesisir umumnya memanfaatkan 
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 laut sebagai tempat untuk memenuhi 
kebutuhan pangan sehari-hari (Yudasmara, 
2016), tidak terkecuali masyarakat hukum 
adat di Desa Jabulenga. Ketersediaan 
sumberdaya pesisir dan laut yang melimpah 
menyebabkan masyarakat hukum adat Desa 
Jabulenga dapat melakukan aktivitas 
penangkapan ikan, moluska dan crustacea 
serta sumberdaya perikanan dan kelautan 
lainnya. 

2. Tekanan (Pressure) 
a) Pemanfaatan sumberdaya secara 

berlebihan. Ketersediaan sumberdaya 
pesisir yang melimpah serta tingginya 
kebutuhan masyarakat mengakibatkan 
menurunnya ketersediaan sumberdaya baik 
dari sisi jumlah maupun ukuran. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
masyarakat, diketahui bahwa bukan hanya 
masyarakat hukum adat Desa Jabulenga 
yang memanfaatkan sumberdaya pesisir di 
Desa tersebut, namun juga masyarakat 
desa-desa tetangga yang memiliki 
hubungan kekerabatan secara adat-istiadat 
juga turut memanfaatkan sumberdaya di 
perairan Desa Jabulenga. Bertambahnya 
jumlah masyarakat yang melakukan 
aktivitas penangkapan sumberdaya pesisir 
menyebabkan terjadinya kegiatan 
penangkapan secara berlebihan dan 
mengancam keberlanjutan dari 
sumberdaya pesisir dan laut Desa 
Jabulenga. 

b) Belum optimalnya kelembagaan adat. 
Meskipun memiliki kelembagaan adat, 
namun dalam pelaksanaannya peran 
lembaga adat di Desa Jabulenga belum 
optimal dikarenakan hanya melakukan 
kegiatan tutup dan buka sasi, namun belum 
menjalankan fungsi lain seperti melakukan 
pengawasan selama penutupan sasi 
berlangsung, maupun memberikan sanksi 
kepada masyarakat yang mengambil 
sumberdaya pada area sasi. Kelembagaan 
adat umumnya hanya menjadi wadah untuk 
menyelesaikan konflik antar masyarakat, 
namun belum adanya upaya dalam 
perlindungan sumberdaya. Selain itu, 
diketahui pula bahwa belum adanya tata 
aturan yang dikeluarkan oleh kelembagaan 

adat dalam upaya perlindungan 
sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat 
hukum adat di Desa Jabulenga.  

3. Kondisi Terkini (State) 
Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan 
setiap hari, kegiatan penangkapan yang 
berlebihan serta belum optimalnya fungsi 
kelembagaan adat di Desa Jabulenga dalam 
upaya menjaga sumberdaya laut, 
mengakibatkan rasa tanggungjawab 
masyarakat adat terhadap pengelolaan 
sumberdaya pesisir menjadi lemah.  
Berdasarkan hasil wawancara diketahui 
bahwa masyarakat hukum adat di Desa 
Jabulenga masih memegang teguh prinsip 
bahwa sumberdaya yang dimiliki akan 
dilindungi oleh roh para datuk-datuk, 
sehingga barang siapa secara sengaja 
mengambil biota saat sedang tutup sasi, maka 
akan mengalami nasib buruk atau musibah. 

4. Dampak (Impact) 
a) Meningkatnya pelanggaran terhadap 

sumberdaya pesisir Kasus pelanggaran 
yang paling sering ditemukan di Desa 
Jabulenga yaitu kasus pencurian, seperti 
contoh kasus yang terjadi pada awal tahun 
2019. Hal ini dikarenakan tidak adanya 
sanksi yang tegas terhadap oknum yang 
melakukan tindakan pencurian atau bahkan 
juga dapat memicu sejumlah pelanggaran 
lainnya yang terjadi secara terus-menerus, 
dan dalam kurun waktu yang lama. Selain 
itu, terjadinya sewa lahan laut untuk pihak 
ketiga mengakibatkan sumberdaya pada 
Desa ini mulai berkurang.  

b) Pemulihan terhadap sumberdaya pesisir 
menjadi terhambat. Proses pemulihan 
beberapa sumberdaya yang disasi seperti 
lobster, teripang, kerang dara, dan 
beberapa biota lainnya menjadi terhambat, 
dikarenakan pelanggaran yang terjadi 
seperti pencurian (Wahyuningsih, S, & 
Hartoko, 2019). Dulunya proses sasi 
berlangsung selama 6 bulan dan paling 
lambat 1 tahun, namun dengan kondisi 
sekarang dan terjadi beberapa kasus 
pencurian terhadap sumberdaya maka sasi 
tersebut belum dibuka hingga saat ini. 
Hasil wawancara yang dilakukan dengan 
ketua adat diperoleh bahwa hingga saat ini 
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sasi belum dibuka dikarenakan jumlah 
biota masih dianggap sedikit. Berdasarkan 
hasil wawancara tersebut dapat dikatakan 
bahwa keberadaan biota pada pesisir Desa 
Jabulenga mulai berkurang. Walaupun 
belum ada data yang pasti tentang jumlah 
dan ukuran biota yang tertangkap di 
perairan Desa Jabulenga namun dari hasil 
wawancara tersebut dapat menjadi acuan 
untuk mengetahui kondisi keberadaan 
sumberdaya di Desa Jabulenga. 

Berdasarkan komponen-komponen pengelolaan 
yang telah terindentifikasi, maka strategi 
pengelolaan yang dirumuskan sebagai hasil 
analisis keterkaitan antara komponen R 
(Response) dengan DPSI dapat disajikan pada 
Tabel 1. 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Masyarakat Desa Jabulenga merupakan 

masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepulauan 
Aru yang melakukan sistem sasi sebagai upaya 
untuk melestarikan sumberdaya pesisir dan laut. 
Namun, keberadaan sumberdaya tersebut mulai 
menurun akibat pengambilan berlebih dan 
lemahnya peran kelembagaan adat untuk 
memberikan sanksi. Terdapat enam strategi 
pengelolan yang dapat dapat digunakan oleh 
lembaga adat juga masyarakat secara bersama-
sama untuk melestarikan sumberdaya pesisir dan 
laut di Desa Jabulenga. Adapun saran yang dapat 
diberikan yaitu diperlukan suatu penelitian yang 
terfokus untuk menginventarisir jenis-jenis 
sumberdaya pesisir, laut, serta kondisinya 
berbasis data time series di Desa Jabulenga, 
Kabupaten Kepulauan Aru.

 

Tabel 1.   Respon terhadap komponen DPSI 

No Respon - Driving Force (D) 
1 Melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat hukum adat Desa Jabulenga tentang 

pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan laut   
 Respon - Pressure (P) 
1 Membuat dan menerbitkan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang termuat dalam 

Peraturan Desa (PERDES) sebagai kekuatan hukum yang mengikat dan disahkan oleh Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Aru 

2 Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan adat di Desa Jabulenga baik secara struktur organisasi 
maupun aturan 

 Respon - State (S) 
1 Membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) untuk membantu Pemerintah Desa 

maupun kelembagaan adat dalam upaya melakukan kegiatan pengawasan serta memantau kegiatan 
pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut di Desa Jabulenga 

 Respon - Impact (I) 
1 Memberikan sanksi yang tegas kepada siapa pun yang terbukti melakukan tindakan pencurian biota saat 

berlangsungnya tutup sasi  
2 Perlu adanya penguatan kapasitas terhadap lembaga adat yang mengelola sumberdaya khususnya yang 

berbasis hukum adat 
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